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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku yang 

berjudul “Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Kajian 

Historis, Yuridis, Sosiologis dan Politis)” ini dapat terselesaikan 

dengan lancar.  

Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting 

dalam membentuk karakter bangsa, menjaga persatuan dan 

kesatuan, serta memupuk semangat kebangsaan. Buku ini terdiri 

dari 7 bab yaitu: 1) Pengantar Pendidikan Pancasila; 2) Sejarah 

Pancasila; 3) Pancasila Sebagai Dasar Negara; 4) Pancasila Sebagai 

Ideologi Negara; 5) Filsafat Pancasila; 6) Etika Pancasila; dan 7) 

Pancasila Sebagai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang 

bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi para pendidik, 

mahasiswa, dan masyarakat umum, untuk lebih memahami makna 

mendalam di balik Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, 

dan inspirasi dalam penyusunan buku ini terutama kedua orang tua 

(Ibu) dan keluarga kecil penulis. 

Akhir kata, semoga buku ini mampu turut berkontribusi 

dalam upaya membangun bangsa yang lebih kuat, bermartabat, dan 

berdaya saing, serta mewujudkan cita-cita luhur Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis menyadari bahwa 

buku ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat 

berharap saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. 

Terima kasih. 
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BAB 

1 PENGANTAR PANCASILA 

A. Konsep Pancasila 

Melalui rentang waktu sejarah yang berkelanjutan bagi 

rakyat Indonesia, nyata bahwa konsep-konsep dasar Pancasila 

sebagai pedoman hidup nasional telah ada dalam praktik 

kehidupan bersama sebelum Pancasila diterapkan sebagai dasar 

negara. Dalam konteks saat ini, terutama dalam tata kelola 

pemerintahan, masih ditemukan perilaku yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Pancasila. Tentu saja, tindakan semacam 

itu mungkin diartikan sebagai tidak menghargai pemberian 

kemerdekaan kepada Negara Republik Indonesia. Prinsip-

prinsip Pancasila, yang terinspirasi oleh gagasan kausalitas yang 

diajukan oleh (Notonagoro., 1994) yakni (kausalitas material, 

kausalitas formal, kausalitas efisien, kausalitas final), 

merupakan akar dari pembentukan negara nasional Republik 

Indonesia. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap nilai-nilai 

Pancasila berpotensi mengancam eksistensi negara. 

Timbulnya tantangan-tantangan yang menghampiri 

Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda bahwa nilai-nilai 

Pancasila sedang mengalami penurunan dalam kerangka 

kehidupan sosial, nasional, dan tata pemerintahan. Oleh karena 

itu, menjadi krusial untuk mengenali sejumlah isu yang 

mencerminkan kepentingan mendesak dalam penyelenggaraan 

mata kuliah pendidikan Pancasila. Beberapa permasalahan yang 

terangkat meliputi 1) Kesadaran terkait Pajak; 2) Kejahatan 

Korupsi; 3) Isu Lingkungan; 4) Penurunan Moral; 5) Peredaran 

dan Penggunaan Narkotika; 6) Penegakan Hukum yang 

Berkeadilan; 7) Ancaman Terorisme; 8) dan berbagai hal lainnya. 

PENGANTAR 
PANCASILA 
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BAB 

2 SEJARAH PANCASILA 

Dalam sejarah nasional, Pancasila merefleksikan semangat 

perjuangan, kesatuan, dan persatuan dalam menghadapi tantangan 

dan mencapai kemerdekaan serta kemajuan negara yang lebih baik. 

Inti esensi Pancasila dalam konteks sejarah adalah sekumpulan 

prinsip-prinsip dasar yang menggambarkan identitas nasional dan 

tujuan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan 

semangat perjuangan, kesatuan, dan aspirasi untuk mencapai 

kemerdekaan.  

 

A. Konsep Pancasila dalam Konteks Sejarah 

Konsep Pancasila dalam kerangka sejarah memiliki 

beberapa dimensi penting yang perlu dipahami. Dalam 

perspektif sejarah, Pancasila telah berfungsi sebagai fondasi 

ideologis bagi pembentukan dan perkembangan identitas 

nasional Indonesia. Kelima prinsip dasar dalam Pancasila telah 

dipandang sebagai pilar-pilar yang membentuk karakter dan 

nilai-nilai bangsa Indonesia. 

Pada saat yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, 

Pancasila muncul sebagai konsep yang merespon kebutuhan 

akan fondasi filosofis yang akan membimbing negara baru yang 

akan dibentuk. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 

1945, Soekarno menggagas Pancasila sebagai landasan filosofis 

untuk Indonesia yang merdeka. Prinsip-prinsip ini tidak hanya 

berfungsi sebagai panduan praktis dalam menjalankan 

pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai yang 

diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Konsep ini 

diartikulasikan sebagai solusi untuk membangun kesatuan 

SEJARAH 
PANCASILA 
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BAB 

3 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARAPERLINDUNGAN AN 

 

Konsep Pancasila sebagai dasar negara merujuk pada peran 

sentral dan prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar 

pembentukan dan pelaksanaan negara Indonesia. Pancasila 

mewakili sekumpulan nilai-nilai, norma, dan tujuan yang 

mengarahkan semua aspek kehidupan dalam konteks berbangsa 

dan bernegara. Konsep ini terdiri dari lima sila atau prinsip 

fundamental yang menjadi fondasi utama dalam membangun 

identitas nasional dan arah pembangunan negara. Konsep Pancasila 

sebagai fondasi negara memiliki peran utama dalam kelangsungan 

Indonesia sebagai negara. Ia menyatukan nilai-nilai luhur, standar, 

serta tujuan nasional yang membimbing kemajuan dalam dimensi 

sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dengan niat mencapai negara 

yang adil, makmur, serta didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. 

 

A. Konsep Dasar Negara Pancasila 

1. Konsep Negara 

Menurut (Diponolo.G.S., 1975) negara merupakan 

suatu entitas kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan 

melalui struktur pemerintahannya menjalankan pengaturan 

atas sekelompok individu di wilayah tertentu. Pendapat ini 

menggarisbawahi 2 (dua) elemen pokok yang menjadi 

prasyarat esensial dalam pembentukan negara, yang dapat 

diilustrasikan dalam diagram di bawah ini: 

 

  

PANCASILA 
SEBAGAI DASAR 

NEGARA 
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BAB 

4 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 

Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara mengindikasikan 

peran dan signifikansi yang dibawa oleh Pancasila sebagai dasar 

utama atau pandangan ideologis yang mengelola dan mengarahkan 

semua aspek kehidupan dalam kerangka negara dan bangsa 

Indonesia. Pancasila tidak hanya mencakup seperangkat nilai atau 

prinsip, melainkan juga menjadi pandangan filosofis, panduan 

etika, dan dasar dalam pembentukan hukum serta kebijakan publik. 

Inti sentral dari Pancasila sebagai Ideologi Negara adalah hakiki 

dari kelima sila atau prinsip mendasar yang membentuk dasar dari 

ideologi nasional Indonesia. Ini adalah nilai-nilai yang menjadi 

dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

A. Pandangan Pancasila sebagai Ideologi Negara 

Asal-usul istilah "ideologi" berasal dari penggabungan 

kata "idea," yang merujuk pada gagasan, konsep, pemahaman 

dasar, aspirasi; dan "logos," yang mengandung arti ilmu. Dari 

segi etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang 

membahas mengenai gagasan-gagasan atau ajaran tentang 

prinsip-prinsip dasar (Kaelan., 2013). 

Di sisi lain, Hirst & Thompson (2001) menguraikan bahwa 

ideologi merupakan kumpulan konsep politik yang dapat 

diaplikasikan dalam perhitungan politik. Penggunaan istilah 

"ideologi" merujuk pada praktik sosial yang kompleks dan 

sistem perwakilan yang memiliki implikasi dan makna politis. 

Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan istilah 

ideologi mengacu kepada kompleks nir-kesatuan (non-unitary) 

PANCASILA 
SEBAGAI IDEOLOGI 

NEGARA 
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BAB 

5 FILSAFAT PANCASILA 

Pancasila sebagai Filsafat merujuk pada pendekatan filosofis 

yang mendalam untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk ideologi negara 

Indonesia. Dalam kerangka ini, Pancasila diartikan sebagai 

seperangkat pandangan dunia dan pemahaman mendalam tentang 

kehidupan, nilai-nilai, kebenaran, serta tujuan hidup. Inti esensial 

dari Pancasila sebagai Filsafat terletak pada esensi filosofis dari lima 

prinsip dasar yang membentuk dasar ideologi negara Indonesia. 

Dalam konsep ini, Pancasila diterjemahkan sebagai pandangan 

dunia yang mendalam dan pemahaman filosofis mengenai hakikat 

kehidupan, nilai-nilai, dan tujuan hidup manusia. 

 

A. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno 

memberikan pidato dengan judul "Philosofische Grondslag 

daripada Indonesia Merdeka" (Dasar Filosofis Kemerdekaan 

Indonesia). Menurut (Bakry, 2010) Pancasila sebagai sebuah 

kerangka filsafat adalah hasil dari pemikiran mendalam para 

tokoh negara Indonesia. Beberapa karakteristik dari berpikir 

dalam ranah filsafat mencakup: 

1. Sebuah sistem filsafat harus menjaga konsistensi, tanpa ada 

pernyataan yang bertentangan satu sama lain. 

2. Sistem filsafat harus mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia. 

3. Sebuah sistem filsafat harus meresapi aspek yang sangat 

mendasar. 

FILSAFAT PANCASILA 
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BAB 

6 ETIKA PANCASILA 

Pandangan Pancasila sebagai Etika merujuk pada interpretasi 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam kerangka 

norma-norma moral dan pandangan tentang apa yang benar dan 

salah. Dalam konteks ini, Pancasila diartikan sebagai suatu 

kerangka etika yang memberikan panduan bagi perilaku individu, 

masyarakat, dan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari 

Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika adalah substansi nilai-nilai 

moral dan norma-norma yang membentuk dasar dari kelima 

prinsip dasar dalam ideologi negara Indonesia. Dalam kerangka 

konsep ini, Pancasila diartikan sebagai dasar etika yang 

mengarahkan perilaku manusia dan interaksi sosial menuju 

kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. 

 

A. Konsepsi Pancasila sebagai Sistem Etika 

1. Pengertian Etika 

Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

"Ethos," yang merujuk pada tempat tinggal sehari-hari, area 

rumput, kandang hewan, kebiasaan, adat istiadat, karakter, 

perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika 

mengacu pada ilmu yang mengkaji hal-hal yang umumnya 

dilakukan atau ilmu yang berhubungan dengan kebiasaan 

dan adat istiadat. Etika berkaitan dengan norma-norma dan 

cara hidup yang dianggap baik. Norma-norma kehidupan 

yang dianggap baik ini dipegang dan diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Terkadang, istilah etika dan 

moral digunakan dengan makna yang serupa. Secara umum, 

etika adalah cabang ilmu yang mempertimbangkan standar 

ETIKA PANCASILA 
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BAB 

7 PANCASILA SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) 

 

Pancasila sebagai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

merujuk pada peran Pancasila sebagai dasar yang mengarahkan 

kemajuan bidang IPTEK di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila 

berperan sebagai kerangka etika dan moral yang membimbing 

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan 

masyarakat dan negara. Integrasi Pancasila dengan prinsip-prinsip 

IPTEK memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kemajuan dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan nilai-nilai dan 

tujuan nasional. Inti dari Pancasila sebagai IPTEK adalah hakikat 

dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang 

memberikan arahan dalam pengembangan dan penerapan ilmu 

pengetahuan serta teknologi untuk mencapai keberlanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep ini, Pancasila berfungsi 

sebagai pedoman moral yang mengarahkan penggunaan IPTEK 

untuk kepentingan nasional dan kemanusiaan. 

 

A. Konsep Pancasila sebagai Landasan Nilai Pengembangan Ilmu 

Pemahaman mengenai Pancasila sebagai dasar nilai 

dalam kemajuan ilmu memiliki beragam interpretasi. Pertama, 

Setiap kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) di Indonesia harus seiring dengan prinsip-prinsip yang 

ada dalam Pancasila Artinya, IPTEK dapat berkembang secara 

mandiri dan nantinya diadaptasi agar sejalan dengan nilai-nilai 

Pancasila. Kedua, setiap perkembangan IPTEK di Indonesia 

harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai elemen 

PANCASILA SEBAGAI 
ILMU PENGETAHUAN 

DAN TEKNOLOGI (IPTEK) 
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